. PER&TUR&N KEPALA %EP@M%E&% %EGARA REPUBL%{ EN@@NE&}% S
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‘%‘EKNES PELAKSANAAN PERL@N@UNGAN TERHADAP smss" -
'PENVYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
 DALAMPERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

@ENGA% RAH%E%’? TUHAN YAN@ MAHA ESA
K&PALA %EPQLES&AN NEGARA RE?UBUK EN@ONE@!A

Menimbang bahwa- daiam rangka melaksanakan --ketent;uan Pasa! 8
: ' Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara
- Perlindungan Terhadap Saksi, - Penvidik, Penuntut Umum,
Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, periu
d;tetapkan Peraturan Kepala K@polaszan %\Jegara Republik
indonesia

Mengingat : B Undang-Uﬂcéang Nomor 2 Tahun 2002 {entang Kepolisian
Negara Republik Indonesig;

2. Ungang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 fentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tfentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4284)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata
Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuniut
Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

MEMUTUSEARN:

Menstapkan . PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKS!, PENYIDIK, PENUNTUT
UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME,




-,

e _;Balam Peraiuran Kapoiﬂ m"yang damak&ud de :g_a o

IR Bﬁ@ 5 o
= Kﬁ?ﬁmaﬁm umum

Pasaﬁ 'E

o --.f..;ifszk maupun mental %iepéada Saks -;-Penynd;k Peﬂuntut Umum Hakim cian'_f'_-f-;
Ke!uarganya darf ancaman ganggua ____'mf dan kekerasan daﬂ _hak manapun o

_' 2. '_:Pemohaﬂ adaiah Sakss Penytdlk Penuntut Umum Haknm dan Keluarganya

3. -_Sak51 ada%ah orang yang dapat membenkan ke%erangan guna kepentingan
: penyehdakan penyidikan, penuniutan dan peradﬁan tentang suatu - perkara
 pidana. yang ia dengar sencim ia. Eahat sendiri dan ia aiaml sendiri. '

':4. 'Penyzdzk adaiah Pe3abat Kepolasmn Negara Repubhk ndonasza yang diben
' _wewenaﬁg cieh undang undang uﬁtuk me!akukan penygdlkan L

5. Penuniut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oieh undang-undang uniuk
meiakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

8. Haksm adalah pejabat parads an Negara yang -diberi wawanang gieh undang-
undang untuk mengadili. :

7. Ke!uarga adalah %celuarga inti yang terdan dari suamsllstn dan anak dari Saksi,
Peny:dlk Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tlncﬁak Pidana T@r@rgsma adaiah deak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 fentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

8. Peiabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan
pejabat Polrt adalah pejabat Kepolisian setempat.

16. Ancaman, gangguan, leror, dan kekerasan adalah segsla beniuk perbuatan
memaksa vyang berfujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang,
sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak
dapat memberikan keierangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan,

SAB H
PENGGOLONGAN

Periindungan terhadap Saksi, Psnyidik, Penuntul Umum, Hakim, dan Keluarganya
melipuli:

a. periindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b. kerahasiaan identitas saksi;

c. pemberian keterangan pada saatl pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap
muka dengan iersangka.
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Sasaran Peﬂmdungan Sakss, Penyaﬁak Pammtu% Umum ﬁan Hasﬁm :
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L terhaciap pnbadi Saksi, Penyld;k Penuntut Umum dan Hak:m

PﬁLﬁﬁ%{SANMN

%agaan %ﬁesaiu

témpatfiokéén
- kegiatan; dan _ '
gangguaﬁ yang mungksn ter}ad it:m%au!

Sasaran perimdungan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) hLli‘Llf a. yaai:u

: Sasafan gaerandungan sebagalmana dnmaksucﬂ pada ayat (1) huruf b yaiiu

terhadap:

. a. mmahlpengmapanltempat imggai
‘b.tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
- .c.  fuie dan sarana transporias;

d. tempat-tempat kegla%an lainnya.

‘Sasaran perimc%ungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitu pada

tahap:
a.  penyelidikan;
b.  penyidikan,

¢.  penuntuian;
d. persidangan.

Sasaran periindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d vyaifu

terhadap gangguan:
a. fisik, berupa;
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan
pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan
lainnya.
b. menial, berupa:
1. sabotase,
2. terror;,
3. intimidasi/fancaman lerhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Fasal 4

Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:

a. orang;

b. tempat/ickasi; dan

C. kegiatan dan gangguan yang mungkin teradiffimbul.



(2)

'_:Sasaran perimdungan sebaganmana dsmaksud pada ayai ("3) humf a yéitu
: ‘ierhadap suam}f stn dan anak : :

'-'Sasaran s}emndungan sebaga mana dlmaksud pac&a ayat {1 hui‘uf b yaiiu
_ _ierhadap o _
s rumahlpengmapan keluargaftempat tmggai

b tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;

B Sasaran parl ndungan

te dan sarana ‘i‘raﬂsporiam keiuarga o

teg-hadap keg;aian yang d;perksrakan mendapat gangguan

'!aA fssk berupa

-unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa

-'penghadangan perampokan, pencuiikan penganiayaan dan
pembunuhan;

gangguan kendaraan, tempa?frumahikan@or dan

tempat kegiatan lainnya.

N

mental, berupa:

1. Sabotase;

2. terror; dan

3 inimidasi/ancaman terhadap ksselamatan jiwa raga dan harla
benda.

Bagian Ketiga
Cara Berlindak

Fasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penvidik, Penuntut
Umum, Hakim dan keluarganya meliputi;

a.

c.

(1)

@)

persiapan,
pelaksanaan, dan
pengakhiran.
Pasal 6

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi;

a. anggota vang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat
Kepolisian setempat;

b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;

C. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota vang akan
melaksanakan iugas;

d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan vang akan dilibatkan
dalam pengamanan; dan

e. koordinasi dengan instans! terkait.

oilamana menyangkut orangfsaksi dan keluarganya seria kegiatan sehari-hari,
persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

-sa__agalmana dimaksud pada ayat (1) humf c yaiiu__ _
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Cara bert;ndak sebagasmana dimaksud daiam Pasat 5 huruf b d;!akukan
a. ‘setelah Pejabat Polri setempat menenma permohonan p@f!:ndungan dari
pemohﬁn

" b. berdasarkan pemiaaan yang cermat Gieh pe_gabaf Poln satemgaa’i sahmgga

: periu diadakan .pengamanan,

e "-Kepaﬁa ‘Satuan’ Perlmdumgarz yang d;pnrmtahkan oieh pe;abai Paln i
©U0 U melaksanakan pengendai;an dan pengawasan _atas @@Iaksanaan T

perlindungan;

~d. " Pejabat yang ditunjuk dapat meiakukan keerdmass deﬂgan mstansa terkazt g

- teniang perkembangan situasi kamtibmas; _
membuat rencana ruie uniuk penyeiamatan (escape) dan evakuas;
penjagaan tempat kediaman, tempat ker_ga!kantor dan tempat lamﬂya
~ secara terbuka dan/atau tertutup; '
dalam situasi dan kendisi tertentu dapat di lakukan evakuass ketempat aman);
melakukan tindakan lain bsrdasarkan - penilaian petugas pelaksana
pengamanan dengan memperhatikan perafuran perundang-undangan yang
berlaku;
i mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oieh
Penyidix, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan
adanya pelaku kekerasan.

—FEe e

Bilamana menyangkui orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari
maka pelaksanaan cara bertindak dzsesuaakan gengan situasi, kondisi dan
keadaan.

Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:

a.  pengamanan secara intensif dan melekat.

b.  laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang; '

¢c.  penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah
setempat unfuk penanganan lanjut, dan

d. evakuasi

Apabila ferjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
findakan {egas ierhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan,

evakuasi;

penyelamatan (escape);

melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;

segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta
baniuan kepada Kepala Saiuan Wiiavah terdekat danfatau setempat untuk
penanganan lebih lanjut,

"o 00T

Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a, segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminia
paniuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

. mencart informast dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan
giadakan:
1. negosiasi, bita memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap
memperhatikan keselamatan petugas dan objek vang dilindungi.

C. Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdeka! danfatau setempat uniuk
penanganan lebih lanjut.
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-:-Apablla *tez}adu kem&cetan falu- thas gunakan 5aiur aiternatif dan koordlnas;_

dengan fungs: Iaiu ltnfi:as dan ;nstansn terkazi'

: _'Apabﬁa ierjadi keceiakaan Ialu Imtas d:iamkan

@, ?dékan:.pertama di Tempat Kejad:aﬂ Perkara

.1 pengamanan objek yang dilindu : :
- pelaporan kepada Kepal

e penanganan iebah lanjut
U petintaly, e

zlayah' terdekat untuk minta bantuan."--'f? :

d ~evakuasi. korban ka rumah saklt tes‘dekat apabl a korban mengaiam& iuka~ ¥

- ._luka/sak}t
Pasaﬂ 8

Apab:ia petugas Satuan Wﬁayah meﬂemukan kejadnan yang g}erkattan dengan @@tugas
dan objek perhndungan daiam keadaan iuka«!ukaltlciak berdaya, maka petugas Satuan
Wilayah | harus; '

a.

- b.
e.

melakukan perteiongan pertama di- '%"empat Kegaciaaﬂ Perkara dan memberikan
pengamanan yang optimal terhadap korban;

‘segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;

melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal ©

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ dilakukan:

a.

konsolidasi terhadap:

perscnel;

senjata api dan amunisi;
alat komunikasi;
kendaraan bermotor; dan
alat khusus lainnya.

R

evaluasi pelaksanaan tugas.
laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan periindungan, petugas perlu:

a.
b.
c.

d.

memperhatikan wewenang dan tugasnya;

memperhatikan kedisiplin dan tegas;

melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertuiup dengan mengutamakan
tindakan pencegahan;

mencegah tindakan vyang dapat memicu teradinva situasi vang tidak
menguntungkan;

menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan
sesuai ketentuan perundang-undangan;

memperhaiikan gerak-gerik orang yang dicurigai;

melakukan pengawasan dan pemeriksaan vang ketat terhadap setiap tamu/orang
yang datang;

mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahava.

(5} '_ | :Apabiia "a:er}adl gangguan Lerhadap.kendaraanfsai‘ana transpoﬁasl Qunakan

' _'_kendaraaﬂ § i dan !apos‘kaﬁ kepada pejabaa yang berwenang

mefaporkan kepada pe;abat pember: e -
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PERLENGKAPAN
Pasal 11

Perlengkapan yang diperiukan dalam membarikan periindungan adalah:
kendaraan bemotor,;

senjata api dan amunisi;

tongkat , borgol, fameng dan rompi anti pelury;

alat komunikasi;

alat kesehatan; dan/atau

alat lainnya yang diperiukan.

oo Te

Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayai (1} menggunakan sarana yang
tersedia dan menggunakan Cafl Sign vang ielah ditefapkan dalam jaringan
komunikasi,

BAB V
TATA CARA PERLINDUNGAN
Fasal 12

Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri  yang wilayah kerjanya melipuii
tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat
finggal diluar witavah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

Dalam hal persidangan dilaksanekan di luar tempst teredinya Hndak pidana
terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya
meliputi tempat sidang pengadiian dilaksanakan.

Fasal 19

Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan
oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penvidik, Penuntul Umum, Hakim  dan
Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

Parmsiiaan poiindungan 8e &?;"’W‘E: dimsksud pada ayat (1), diajukan
KEDEUE mjai::a? Poirt yvang wilavah kerdanya melipull tempat linggal Saksi,
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disiukan pada
semua tingkat nemeriksaan perkara.

et ren "E"'m"" ity mabng vt 1oy 24 igﬁ@ sl imle ”@Yﬁ"‘i@hﬁﬂ%ﬂ Q@?iiﬂdﬂﬂg&ﬂ
gignima, Foiit mela kukan kiarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi
beniuk periindungan vang diperiukan.




Pasat 14

Pf_émberiaﬂ perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
“dapat dilaksanakan berdasarkan:

a evaluasi tingkat kerawanan;

b kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuniuian dan persidangan;
penilaian fakia-fakia di lapangan;

- perintah undang-undang.

BARE VI
PEMGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN
Pasal 15

) : (*‘a} lLama periindungan terhitung sejak dilerbitkannya Surat Perintah perlindungan
sampai dengan dihentikannya penlindungan.

A2y Pemberian perlindungan dihentikan:

a. berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian MNegara Republik indonesia yang
berwenang, bahwa perlindungan iidak diperlukan lagi; atau
b. atas permohonan yang bersangkutan.

(3) Pengheniian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

o huruf a, harus dibsritahukan secara terlulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut
Umum dan/atau Hakim dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) hari sebelum
perlindungan dihentikan.

{4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf g, dengan memperhatikan:
' a. perkiraan intelijen;
b. kepentingan publik;
c. proses perkembangan kasus yang terjadi;
d. hukum acara pidana.

BAB Vil

ADMINIST

Pasal 16

Ketenluan administrasi dalam pelaksanaan iugas pemberian perlindungan sesuai
dengan ketentuan yang beriaku di ingkungan Polri.

BAB VIl
PEMBIAVAAN
Pasat 47

Segala biaya yang diperiukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik,
Panuniut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.




BAB IX

PENUTUP
Pasal 18

eraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai beriaku pada tanggal

ditetapkan,
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tid.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI




